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ABSTRAK 

 

Setiap daerah baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota memiliki Pusat 

Pemerintahan sebagai fasilitas dalam melaksanakan pemerintahan. Kejadian apapun yang 

menimpa Pusat Pemerintahan baik karena bencana alam, tindakan teroris maupun hal lainnya 

dapat menyebabkan kekacauan terhadap pemerintahan, maka Pusat Pemerintahan perlu diletakan 

di lokasi yang cukup aman dan terlindungi. Pemindahan lokasi berdirinya Pusat Pemerintahan 

daerah cukup sering terjadi di Indonesia, namun yang menjadi fokus tulisan ini adalah pindahnya 

Pusat Pemerintahan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat yang semula berlokasi di Wilayah 

Kecamatan Padang Barat ke Wilayah Kecamatan Koto Tangah. Pemindahan tersebut telah 

disetujui oleh pemerintah pusat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 

2011 Tentang Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang Dari Wilayah Kecamatan Padang 

Barat Ke Wilayah Kecamatan Kototangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Adapun 

permasalahan mengenai pemindahan pusat pemerintahan kota padang dituangkan dalam 3 

rumusan masalah yaitu: a)Bagaimana Kronologi pemindahan Pusat Perkantoran Pemerintah 

Kota Padang ke Kawasan Terminal Air Pacah? b)Bagaimana Status Kerjasama Pemerintah Kota 

Padang dengan PT.FML selaku pihak swasta yang membangun dan mengelola Terminal Air 

Pacah? c)Bagaimana penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang sudah diperoleh dalam penempatan 

kawasan Terminal tersebut?Dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menganalisi dari rumusan masalah tersebut. Metode penelitian hukum yang penulis gunakan 

bersifat yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat 

norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan permasalahan yang ditemui dalam 

penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan permasalahan diatas adalah : a) 

Pemerintah Kota Padang mengubah peruntukan kawasan Terminal Air Pacah menjadi kawasan 

Perkantoran disebabkan karena terjadinya gempa tahun 2009 yang merusak infrastruktur Pusat 

Perkantoran Kota Padang yang berlokasi di wilayah Kecamatan Padang Barat yang berada di 

kawasan pesisir dengan ketinggian 10 meter di atas permukaan air laut, proses perubahan 

peruntukan kawasan Terminal Air Pacah menjadi kawasan Perkantoran Pemerintahan Kota 

Padang adalah melalui tahap perancanaan, pra pelaksanaan, dan pelaksanaan,b) Penyelesaian 

status kerugian PT. FML sebagai pengelolah Terminal Air Pacah dengan ganti rugi sebesar Rp. 

29 Miliar, dan pemerintah menyetujuinya, dan c) Penyelesaian hak-hak pihak ketiga telah 

diselesaikan oleh pihak kedua yaitu PT FML. 
 


